
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2025 – 2029 

 

 Unit Organisasi   BNN Provinsi Sumatera Barat 

 Tugas  Melaksanakan tugas, fungsi  dan wewenang BNN di wilayah 

Provinsi Sumatera Barat 

 Fungsi   a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah 

Provinsi; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, 

pemberdayaan Masyarakat, rehabilitasi dan 

pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 

c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama P4GN 

dengan instansi pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat dalam wilayah Provinsi; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 

dalam wilayah Provinsi; 

e. Pelayanan administrasi BNNP ; dan 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNKab/Kota. 

    

1. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika 

 Indikator Program : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja 

Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di 

wilayah provinsi 

   Deskripsi : 

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan 

Narkoba adalah nilai 

tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, 

menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, 

keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. 

   Sumber Data : 

Data kuisioner dari para respon (Remaja) yang sudah 

mendapatkan intervensi 

   Cara Penghitungan : 

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada 

kalangan remaja secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota 



wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen ukur 

ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu 

Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap 

diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang 

diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. 

Dimensi Reaching Out yang didefiniskan sebagai kemampuan 

untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara 

menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta 

meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. 

   Unit Penanggung Jawab: 

Kepala BNNP Sumatera Barat 

   Penanggung Jawab Data : 

Kepala BNNP Sumatera Barat 

2. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika 

 Indikator Program : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga 

Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di 

wilayah provinsi 

   Deskripsi : 

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

adalah nilai 

tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi 

diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang 

berasal dari internal maupun eksternal. 

   Sumber Data: 

Data kuisioner dari para respon (keluarga) yang sudah 

mendapatkan intervensi 

   Cara Penghitungan : 

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga 

secara sampling 

pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan 

menggunakan instrumen 

SDQ (Strengths and Difficulties Quessionares), PAFAS (Parent 

And Familiy 

Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences 

Measure). 

3. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN 

 Indikator Program : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi 

berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi 



   Deskripsi : 

Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta 

masyarakat secara 

mandiri (baik input, output dan outcome) dalam P4GN. 

Masyarakat terdiri dari: Lingkungan masyarakat kelurahan/desa, 

Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Instansi Swasta. 

   Sumber Data : 

1. Hasil Pengukuran Indeks IKP Tahun 2024 

2. Data kuisioner dari para responden (masyarakat dan 

lingkungan pendidikan) yang sudah mendapatkan 

intervensi 

   Cara Penghitungan : 

Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta 

masyarakat secara mandiri (baik input, output dan outcome) 

dalam P4GN. Masyarakat terdiri dari: Lingkungan masyarakat 

kelurahan/desa, Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, 

Instansi Swasta. 

4. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan 

 Indikator Program : Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari 

"Bahaya" menjadi "Waspada" 

   Deskripsi : 

Kawasan rawan adalah wilayah yang diidentifikasi dari 

masyarakat dengan adanya budaya madat Narkoba, pasar 

Narkoba, bukti-bukti terjadi peredaran Narkoba dari hasil operasi 

aparat penegakan hukum seperti : TKP atau lokus, modus dan 

jalur edar Narkoba dan tindak kejahatan Narkoba di kawasan 

tersebut, baik di perkotaan, perdesaan, jalur sungai, pesisir dan 

kawasan perbatasan. Kawasan tersebut diukur tingkat 

keterpulihannya melalui angka indeks yang dihasilkan melalui 

proses perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari 

faktor- 

faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi 

semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan 

dengan angka 

skala 

   Sumber Data : 

Nilai Indeks Pengukuran Hasil Keterpulihan Rawan 

   Cara Perhitungan : 

Melakukan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan 

Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan 



ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu 

Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan 

Program, Sinergitas Instansi Pemerintah, Kemitraan Dunia Usaha, 

Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang 

dirasakan Masyarakat. Untuk mengukur tingkat keterpulihan 

kawasan rawan narkoba dilakukan dengan melihat kondisi 

ketidakrawanan kawasan tersebut dibandingkan dengan kondisi 

kerawanan narkoba dari hasil pemetaan kerawanan narkoba 

sebelumnya. Jika kerawanan Narkoba diukur dengan 8 indikator 

pokok dan 5 indikator pendukung, maka Indikator Keterpulihan 

Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba mengukur kembali kondisi yang 

terjadi di kawasan tersebut pasca dilakukannya intervensi 

program 

 Indikator Program : Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi (Desa Balai 

Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. 

Sumatera Barat) 

   Deskripsi : 

Keterpulihan suatu kawasan rawan adalah 

ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan 

rawan narkoba dengan Jumlah kawasan atau Wilayah rawan 

narkoba yang di Intervensi mendapatkan Program 

Pemberdayaan Anti narkoba 

   Sumber Data : 

Nilai Indeks Pengukuran Hasil Keterpulihan Rawan 

   Cara Perhitungan : 

Melakukan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan 

Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan 

ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu 

Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan 

Program,Sinergitas Instansi Pemerintah, Kemitraan Dunia Usaha, 

Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang 

dirasakan Masyarakat. 

 Indikator Program : Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi yang mengalami 

peningkatan derajat keterpulihan 

   Deskripsi : 

Kawasan rawan narkoba dengan status keterpulihan kawasan 

rawannya mengalami pengingkatan pemulihan dari bahaya 

menjadi waspada 

   Sumber Data : 

Intervensi Pelaksanaan program pemberdayaan alternatif 

   Cara Perhitungan : 

Sejauh mana intervensi program dilakukan antara lain 

penyelenggaraan program, pelaksanaan program , keberlanjutan 



program, sinergi instansi pemerintah , kemitraan dunia usaha, 

perlibatan organisasi sosial masyarakat dan hasil program yagn 

dirasakan masyarakat 

5.  Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan 

 Indikator Program : Nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi 

   Deskripsi : 

Keterpulihan suatu kawasan rawan adalah ditentukan 

berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba 

dengan Jumlah kawasan atau Wilayah rawan narkoba yang di 

Intervensi mendapatkan Program Pemberdayaan Anti narkoba 

   Sumber Data : 

Nilai Indeks Pengukuran Hasil Keterpulihan Rawan 

   Cara Perhitungan : 

Melakukan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan 

Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan 

ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu 

Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan 

Program,Sinergitas Instansi Pemerintah, Kemitraan Dunia Usaha, 

Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang 

dirasakan Masyarakat. 

6.  Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika 

 Indikator Program : Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang 

mengalami peningkatan kualitas hidup 

   Deskripsi : 

Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan 

kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu 

narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan 

mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain 

dari 4 (empat) domain 

   Sumber Data : 

1. Instrumen WHOQoL yang diisi klien pada saat awal 

penerimaan dan akhir layanan rehabiltiasi 

2. Hasil Pengukuran Kualitas Hidup  Klien 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban 

penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami 

peningkatan kualitas hidup dengan 

jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang 

telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya 

menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) 



domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan 

sosial dan lingkungan. 

7.  Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi 

 Indikator Program : Jumlah petugas  penyelenggara layanan IBM yang terlatih 

   Deskripsi : 

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah 

anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan 

pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu 

melakukan layanan IBM. 

   Sumber Data : 

SK Tim Petugas IBM yang menerima peningkatan kompetensi / 

bimtek terkait layanan IBM 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas 

pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan 

seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan 

memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari 

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 

8.  Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika 

 Indikator Program : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan 

minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi 

   Deskripsi : 

Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi adalah lembaga 

rehabilitasi yagn telah memperoleh intervensi peningkatan 

kemampuan pleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanannya dan mampu memenuhi standar layanan 

   Sumber Data : 

1. PKS dengan Lembaga yagn ditunjuk 

2. Instrumen SNI 8807:2022 yang diisi oelh petugas saat 

monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi milik BNN dan 

mitra BNN 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit 

penyelenggara layanan intervensi berbasis Masyarakat yang 

telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan 

pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga 

bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan 

dan /atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun 

anggaran. 



 Indikator Program : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang 

operasional 

   Deskripsi : 

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat 

adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan 

kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan 

hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban 

penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. 

   Sumber Data : 

Hasil Pembinaan evaluasi perkembanganl Unit IBM 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit 

penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah 

terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan 

pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga 

bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan 

dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun 

anggaran. 

9. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 

operasional di wilayah provinsi 

 Indikator Program : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi 

   Deskripsi : 

Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah 

memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu 

memenuhi standar layanan. 

   Sumber Data : 

1. PKS dengan Lembaga yang di tunjuk 

2. Instrumen SNI 8807:2022 yang diisi oleh petugas saat 

monitoring dan evaluasi lembaga reahbilitasi milik BNN dan 

mitra BNN 

   Cara Perhitungan : 

Dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika 

yang mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan 

dalam satu tahun anggaran 

 Indikator Program : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi 

Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional 

   Deskripsi : 

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat 

adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan 



kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan 

hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban 

penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. 

   Sumber Data : 

Hasil Pembinaan evaluasi perkembanganl Unit IBM 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit 

penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah 

terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan 

pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga 

bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan 

dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun 

anggaran. 

10. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika  

 Indikator Program : Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di klinik rehabilitasi BNNP 

   Deskripsi : 

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat 

kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga 

residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) 

terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. 

   Sumber Data : 

1. Data pengisian kuisioner yagn diisi oleh klien yang telah 

memperoleh layanan rehabilitasi 

2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

   Cara Perhitungan : 

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan 

melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat 

sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner 

kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

11. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika 

 Indikator Program : Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika yang berhasil dipetakan 

   Deskripsi : 

Peta jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika adalah gambaran dari satu atau beberapa jaringan 

sindikat narkotika yagn memiliki / 

memproduksi/mengedarkan/menyelundupkan narkotika dan 

precursor narkotika 



 

   Sumber Data : 

Laporan Intelijen  

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mengakumulasi jumlah 

jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika yagn telah berhasil dipetakan berdasarkan data laporan 

informasi intelijen dari unit pusat dan vertikal 

12. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan 

tanaman terlarang lainnya 

 Indikator Program : Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika yang P-21 

   Deskripsi : 

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas 

perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang 

terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap 

oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. 

   Sumber Data : 

Surat P-21 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah 

capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak 

pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang 

dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan 

penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal. 

13. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika 

 Indikator Program : Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan 

   Deskripsi : 

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah 

kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat 

mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan 

yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi: tidak 

adanya tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang 

menyebabkan cidera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa 

tahanan akibat kelalaian petugas. 

   Sumber Data : 

Data Tahanan di Rutan BNNP Sumbar 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, 

kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera 



serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan 

akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. 

Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai 

berikut: 

K3T= Nilai Kemanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan 

a = Jumlah tahanan yang kabur 

b = Jumlah tahanan yang menderita cidera serius atau kematian 

akibat 

perkelahian 

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas 

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada 

range 1 s.d. 

100. Maka: 

 
 Indikator Program : Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika 

   Deskripsi : 

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika 

adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara 

wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkotika dan 

non-narkotika. 

   Sumber Data : 

Data Barang Bukti di Rutan BNNP 

   Cara Perhitungan : 

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang 

bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari 

penyidik dengan waktu dikeluarkan 

untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap 

penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat 

keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah: 

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA 

pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum 

dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka 

diperoleh nilai a = 1, jika terdapat perbedaan baik jumlah 

maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan 

dan BA pengeluaran, maka a = 0 

KKB= Nilai Keamanan Barang Bukti 

a1 = untuk barang bukti 1; 

a2 = untuk barang bukti 2; 

ay = dst. 



Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 

100 

Maka: 

 
14. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien 

 Indikator Program : Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat 

   Deskripsi :  

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi 

penggunaan anggaran negara (APBN) sebagai tertuang dalam 

dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan 

BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan 

aspek konteks. 

   Sumber Data : 

Data Realisasi anggaran dan capaian realisasi output 

   Cara Perhitungan : 

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan 

hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks 

terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh 

Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Angggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan 

terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang 

dikelola Kementerian Keuangan. 

 Indikator Program : Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai 

Kinerja Anggaran mencapai target 

   Deskripsi :  

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi 

penggunaan anggaran negara (APBN) sebagai tertuang dalam 

dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan 

BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan 

aspek konteks. 

   Sumber Data : 

Data Realisasi anggaran dan capaian realisasi output 

BNNKab/Kota 

   Cara Perhitungan : 

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan 

hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks 

terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh 

Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan 



Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Angggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan 

terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang 

dikelola Kementerian Keuangan. 

15. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur 

 Indikator Program : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi 

Sumatera Barat 

   Deskripsi :  

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi 

penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang 

dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di 

lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi,aspek 

manfaat dan aspek konteks. 

   Sumber Data : 

Data Realisasi anggaran dan capaian realisasi output 

   Cara Perhitungan : 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Angagran, terdapat reformulasi indikator Capaian Ouput yaitu 

adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output 

menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini 

dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. 

Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 3 (tiga) aspek dengan 

8 (delapan) indikator sebagai berikut : 

• Kualitas Perencanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan 

anggaran dengan yang direncakanan dan ditetapkan dalam 

DIPA. Terdiri dan indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III 

DIPA 

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam 

merealisasikan angagran yang telah ditetapkan pada DIPA. 

Indikatornya meliputi Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, 

Penyelesaian Taguhan, Pengelolaan Uang Persediaan dari 

Tambahan Uang Persediaan. 

• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam 

pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator 

yang ada pada aspek ini yaitu Capaian Output. 

 Indikator Program : Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai 

IKPA mencapai target 

 



   Deskripsi :  

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi 

penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang 

dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di 

lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi,aspek 

manfaat dan aspek konteks yang dicapai oleh BNN 

Kabupaten/Kota 

   Sumber Data : 

Data Realisasi anggaran dan capaian realisasi output 

BNNKab/Kota 

   Cara Perhitungan : 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Angagran, terdapat reformulasi indikator Capaian Ouput yaitu 

adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output 

menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini 

dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. 

Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 3 (tiga) aspek dengan 

8 (delapan) indikator sebagai berikut : 

• Kualitas Perencanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan 

anggaran dengan yang direncakanan dan ditetapkan dalam 

DIPA. Terdiri dan indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III 

DIPA 

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam 

merealisasikan angagran yang telah ditetapkan pada DIPA. 

Indikatornya meliputi Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, 

Penyelesaian Taguhan, Pengelolaan Uang Persediaan dari 

Tambahan Uang Persediaan. 

• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam 

pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator 

yang ada pada aspek ini yaitu Capaian Output. 

16. Sasaran Program dari Sasaran Strategis 

 Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal 

 Indikator Program : Nilai Zona Integritas BNN Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Penilaian Internal 

   Deskripsi :  

Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal adalah 

capaian satuan kerja yang menjadi objek kerja unit Inspektorat I 

yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas ”88” berdasarkan 

hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen 



penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pediman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di 

lingkungan instansi pemerintah. 

   Sumber Data : 

1. Manajemen Perubahan . Penataan Tatalaksana, Penataan 

Sistem Manjemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

Hasil Penilaian Tim Internal 

   Cara Perhitungan : 

Hasil penilaian pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN yakni, Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen 

SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun kendala / 

hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada BNN 

Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 

1.      Perubahan regulasi terkait evaluasi PMPRB; 

2.      Perbedaan persepsi dalam menerjemahkan regulasi 

terkati RB; 

3.      Belum adanya unit kerja khusus yang mengkoordinir 

pelaksanaan RB; 

4.      Keterbatasan SDM yang menangani RB; 

5.      Monitoring dan evaluasi rencana aksi belum 

dilaksanakan secara berkala. 
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